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ABSTRAK

ARLIN EVLI SETIAWAN.M. 04020170073 dengan judul “EFEKTIVITAS
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH”. Di bawah bimbingan
Muhammad llyas sebagai Pembimbing Ketua dan H.Salle sebagai Pembimbing
Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas Il , baik tahapan, hingga pelaksanaannya
sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, dan untuk mengetahui
peran Mediator sebagai dalam menyeleseikan sengketa di Pengadilan Negeri
Wangi-Wangi Kelas II.

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian dengan
mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti
wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang
diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian
kepustakaan buku-buku hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian, hasil penelitian, artikel dan lain-lain dengan teknik pengumpulan data
melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library
research). Data-data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data
sekunder akan dikumpulkan, kemudian akan dianalisis guna untuk menghasilkan
kesimpulan dan diajukan secara deskriptif agar memberikan pemahaman yang
jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di
Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi
dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan
perdamaian antara para pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya
partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu
ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada
rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak
yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di
pengadilan masih sangat rendah.

Rekomendasi penelitian ini sebagai suatu catatan penting dalam pelaksanaan
Penerapan mediasi pada sengketa tanah sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 Tahun 2016, yang berlaku demi terciptanya kesepakatan damai

yang lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas,Penyelesaian sengketa, Mediasi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting
untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan
tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah
memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang
menyebabkan terjadinya permasalahan pertanahan . Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok — Pokok Agraria dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan
bahwa Dalam pengertian bumi, selain permukaan termasuk pula tubuh
bumi yang berada dibawahnya serta yang berada dibawah air. Secara
konstitusional dalam Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Pasal 33 ayat (3) telah memberikan landasan bahwa bumi
dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.? Tanah di Indonesia masih tetap namun penggunaannya yang
bertambah dan membuat nilai harga tanah juga ikut naik sehingga
seringkali menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan

penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima para pihak yang

! Made Yudha Wismayana dan | wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Bagian Hukum Bisnis
Universitas Udayana, hal.2

2 Bachtiar Effendie, 1983, Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan — Peraturan
Pelaksanaanya, Bandung : Penerbit Alumni, hal.1



berperkara sehingga tercipta keadilan diantara para pihak yang
berperkara. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu
muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan
bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin
meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagi
modal dasar dalam berbagai kepentingan®. Sengketa tanah terjadi
karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat
membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah
mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai
modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar — besarnya
kemakmuran rakyat. Secara garis besar, permasalahan tanah dapat
dikelompokkan menjadi 4 (empat) permasalahan, yakni °:
1) Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan,
perkebunan, dan lain-lain,
2) Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan
tentang landreform,
3) Ekses — ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan
pembangunan, dan

4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.

3 Pahlefi, “Analisis Bentuk — Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang —
Undangan di Bidang Agraria”, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25, (Maret 2014), hal. 137
4 Abdurrahman, 2004, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang — Undangan Agraria Indonesia,
Jakarta : Akademik Persindo, hal.1
® Maria S.W Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta
: Penerbit Buku Kompas, hal.170



Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara
kekeluargaan atau diluar pengadilan ataupun dimuka hakim dalam
persidangan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara
dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan
bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan
memutus®. Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam
menyesuaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan
mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu
oleh seseorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan
hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada
kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu
keputusan bersama.’ Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini, atas
kesepakatan kedua pihak yang bersengketa, masalahnya akan
diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun
melalui seseorang mediator®. Para pihak yang bersengketa bisa terdiri
atas satu orang atau lebih, dalam hal ini pihak yang peran sebagai
mediator merupakan satu kesatuan dengan pihak yang bersengketa dan
bersifat tidak memihak. Dalam hal ini mediator hanya memfasilitasi para
pihak dan para pihak yang bersengketa sendirilah yang mengajukan

jalan penyelesaiannya. Mediator merupakan perantara (penghubung

® Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta :
PT. Radja Grafindo Persada, hal. 12

" Absori dan M. Mahdi, Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran
Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan, Program Pasca
Sarjana llmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal. 35

8 Sarjita, 2005, Teknik dan Stategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta : Tugu Jogja,
hal. 30



atau penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa®. Dalam hal ini
mediator tidak tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa
antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak mengusahakan
kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-
persoalan diantara mereka'®. Mediasi sebagai salah satu bentuk atau
cara penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan
perundangan-undangan dalam berbagai bentuk konteks sengketa, salah
satunya mediasi untuk penyelesaian sengketa pertanahan™*.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menulis skripsi dengan
judul:“EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI
KELAS II”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Efektivitas Proses Penerapan mediasi dalam
penyelesaian perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri
Wangi-Wangi Kelas Il ?

2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi proses Penerapan

Mediasi Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas Il ?

o Absori, 2014, Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era

1(!_iberalisasi Perdagangan, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.201
Ibid,hal.201-203

1 Asmawati, Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Jurnal Imu
Hukum, Maret 2004, hal. 58



C.Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan mediasi sebagai salah satu
langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian perkara
sengketa tanah di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi.
2. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya mediasi dalam
penyelesaian sengketa tanah di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Wangi-Wangi.
D. Manfaat Penelitian
1. Untuk menambah pengetahuan tentang hukum acara perdata
khususnya mengenai mediasi. Untuk mengembangkan praktik
peradilan perdata khususnya mengenai mediasi.
2. Penulisan hukum ini menjadi referensi maupun dapat menambah
wawasan pengetahuan di bidang hukum khususnya mediasi.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi

perkembangan ilmu hukum



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri

1. Pengertian mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari
kosakata inggris, yaitu mediation yang merupakan suatu proses
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui
perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang
tidak memiliki kewenangan memutus. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata mediasi memberikan arti sebagai proses
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan
sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur
penting, yaitu:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasipada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1,
dikatakan bahwa:

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau
sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.

2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-
pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa.

3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak
sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam

pengambilan keputusan.



Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasipada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1,
dikatakan bahwa:

“‘Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh
mediator.” Mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara
penyelesaian sengketa yang atas kesepakatan para pihak yang
bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator
dalam rangka mempercepat tercapainya perdamaian. Kemudian para
ahli juga mengemukakan beberapa definisi mediasi menurut
pandangan mereka masing-masing, antara lain:

1. Gary H. Barnes
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan
bantuan pihak netral, dimana pihak netral melibatkan diri untuk
membantu para pihak untuk mengidentifikasikan masalah-masalah
yang di persengketakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Gary Goodpaster
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah
antara pihak yang bersengketa dimana ada pihakk netral yang
membantu para pihak untuk memperoleh kesepakatan perjanjian
dengan memuaskan. Pihak netral disebut sebagai mediator,

dimana mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan



sengketa, namun mengusahakan untuk membantu menyelesaikan
persoalan para pihak.
. J. Folberg dan A. Taylor

‘the processby which the participants, together with the
assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in
order to develop options, consider alternative, and reach
concensual settlement that will accomodate their needs.”

. H. Priyatna Abdurrasyid

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak
yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak
atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil,
tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif
dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa
secara sukarela.

Dari pengertian Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia dan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh
para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi
adalah suatu proses penyelesaian konflik atau sengketa dimana
para pihak yang berkonflik atau bersengketa tersebut
menyelesaikan persengketaan mereka tersebut dengan adanya
bantuan pihak ketiga yaitu seorang mediator yang mana mediator

tersebut tidak memiliki wewenang untuk memutuskan melainkan



hanya mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai

suatu kesepakatan berdasarkan keinginan kedua belah pihak.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa variasi mediasi, yaitu:

1. Mediasi sukarela dan mediasi wajib
Penggunaan mediasi adalah salah satu cara

penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pilihan
sukarela para pihak. Pilihan sukarela atas dasar
kesepakatan mereka memang menginginkan penyelesaian
dengan cara mediasi. Dengan kata lain, pilihan para pihak
untuk menempuh mediasi tidak berdasarkan perintah atau
kewajiban undang-undang. Akan tetapi, pada penggunaan
mediasi diwajibkan atas dasar perintah ketentuan secraa
undang-undang. Dan perlu diingat bahwa pengertian mediasi
wajib hanya untuk menempuhnya bukan wajib menghasilkan
kesepakatan. Para pihak tidak boleh diwajibkan atau dipaksa
untuk  menghasilkan kesepakatan karena hal itu
bertentangan dengan prinsip dasar mediasi, yaitu otonomi
para pihak.

2. Mediator yang dipilih atau mediator yang ditunjuk

Pada dasarnya seorang mediator merupakan hasil

pilihan dari para pihak sesuai dengan prinsip otonomi para
pihak karena salah satu pra syarat agar mediator dapat

menjalankan perannya dengan baik sehingga kehadirannya
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dalam proses mediasi memang diterima dan disetujui oleh
para pihak. Penggunaan mediator yang dipilih sangat lazim
dalam konteks mediasi sukarela. Penggunaan mediator telah
berkembang dari yang semula bersifat sukarela dan yang
bersifat diwajibkan berdasarkan perintah norma hukum maka
dikenal pula mediator yang ditunjuk. Di Indonesia mediator
yang ditunjuk dapat ditemukan dalam konteks pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Dalam
peraturan ini, ketua majelis hakim diberi wewenang untuk
menunjuk mediator.
3. Mediator bukan profesional atau mediator professional

Profesional di sini adalah merujuk pada seseorang
yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya
itu sebagai pekerjaannya dengan meminta upah atau honor
dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Mediator
profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan
para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional
menjalankan fungsi mediator dengan tidak menerima upah
atau honor dari para pihak yang bersengketa.

4. Mediasi evaluatif dan mediasi fasilitatif

Model evaluatif juga disebut dengan model yang

terpusat pada opini hakim, hakim pemeriksa yang bertindak

sebagai mediator berperan sangat aktif dalam mencari dan
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mengusulkan penyelesaian-penyelesaian kepada para pihak
sedangkan para pihak tersebut bersifat pasif. Para pihak
dalam model ini tetap memiliki hak untuk menerima atau
menolak  usulan-usulan  penyelesaian oleh  hakim.
Sedangkan fasilitatif disebut juga dengan model yang
terpusat pada negosiasi dimana peran hakim sebagai pihak
ketiga adalah mendorong dialog antara para pihak agar
pembicaraan dua arah dapat tetap berlangsung. Dalam
model ini, para pihak yang berperan aktif mencari dan
membahas usulan-usulan penyelesaian, sedangkan hakim
bertindak sebagai fasilitator saja. Kedua model ini kemudian
melahirkan model gabungan dimana proses dialog para
pihak dibangun untuk mencari usulan-usulan penyelesaian
dan membahas usulan-usulan itu, tetapi hakim sebagai
mediator juga dpat memberikan penilaian atau pendapat
atas usulan-usulan penyelesaian agar penyelesaian yang

dicapai tidak menyimpang dari hukum.

2. Proses Mediasi Dalam Sengketa Pertanahan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak
yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan
tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai

suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi
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merupakan suatu proses damai dimana pihak yang bersengketa

menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai

hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan
tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh keduabelah pihak yang
bersengketa secara sukarela. Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori,
yakni :
1. Mediasi Secara Hukum

Mediasi secara hukum merupakan bagian dari litigasi, hakim
meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka
dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi

dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di

pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat

Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan

Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi

secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain :

a. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar
sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerpkan
ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja
menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan
selama ini.

b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk

membantu para pihak yang berpekara untuk mencapai perdamaian.
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c. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak
dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk
menjaga objektifitas.

d. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat
diperpanjang,apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua
pengadilan negeri.

e. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan
tertulis dan ditandatangan oleh para pihak.

Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 tahun
2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya
PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002
tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan
Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. Pertimbangan
ditetapkannya PERMA ini adalah :

a. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat
menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan
penumpukan perkara di pengadilan.

b. Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses
kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan
mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan

memuaskan.
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c. Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat

memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa.

PERMA No0.02 Tahun 2003 di revisi dengan keluarnya PERMA No.01
Tahun 2008, dalam Perma ini diatur secara tegas yang menjadi objek
(jenis perkara yang boleh di mediasi) yaitu semua sengketa perdata yang
diajukan ke pengadilan Tingkat Pertama, kecuali:

1. Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.

2. Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

3. Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK)
4. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2. Mediasi Pribadi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para
pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait dan mengikuti pendapat atau
pandangan para ahli yang teknik dan cara yang sangat bervariasi, tetapi
dengan tujuan yang sama yaitu membantu para pihak dalam rangka
menegosiasikan persengketaan yang dihadapi untuk mencapai
kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan.
Adapun langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi, yakni :
a. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya

adalah sukarela
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b. Seleksi terhadap mediator,yang dilakukan oleh para piihak yang
bersengketa.

c. Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan
dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan
yang lainnya.

d. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut :

1) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan
permasalahan.

2) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat
agenda untuk didiskusikan.

3) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.

4) Kesiapan memecahakan masalah.

5) Kerjasama memecahkan masalah.

6) Membuat suatu persetujuan tertulis.

3. Proses Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dilakukan secara formal oleh
Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak. Proses Mediasi berlangsung
paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan
Mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat
diperpanjang paling lama 30 hari. Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016,
mengatur bahwa, “Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum,
Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat,

tokoh agama, atau tokoh adat.” Proses mediasi sebagaimana diatur dalam
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PERMA Nomor 1 tahun 2016 dibagi menjadi dua tahap yaitu pra mediasi

dan proses mediasi.

1. Pra Mediasi

Pra mediasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Pertama,

hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh
mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai dengan
ketentuan pasal 7 ayat (1). Kedua, hakim ketua menjelaskan kepada
para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan peraturan mahkamah
agung nomor 1 tahun 2008 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (6).
Ketiga, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan seorang
atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 ayat (1). Keempat, jika dalam waktu tiga hari para
pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, maka ketua
majelis hakim segera menunjuk hakim yang bukan pemeriksa perkara
yang bersertifikat mediator dan jika ada hakim yang bukan pemeriksa
perkara yang bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa
sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.*?

2. Proses Mediasi

Proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, para

pihak menyerahresume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator.
Penyiapan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan

kepada mediator memamng tidak bersifat wajib, tetapi bersifat anjuaran

12 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), cet.ke-2, him. 184.
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atau pilihan sesuai rumusan ketentuan pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:
“‘masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu
sama lain dan kepada mediator”. kata “dapat” dalam pasal 13 ayat (1)
mengandung arti anjuran atau pilihan para pihak. Tujuan penyiapan dan
penyerahan resume adalah untuk mempermudah dan membantu para
pihak dan mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak,
serta pokok masalah sengketa atau perkara, sehingga para pihak dan
mediator dapat menghemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan
pemecahan masalah. Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau
pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkmah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, prosesmediasi berlangsung paling lama dalam
awaktu empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk atas
dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat
belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Namun,
peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur
secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi
dalam proses mediasi. Peraturan Mahkamah Agung, antara lain,
menyebutkan, bahwa bilamana perlu mediator mengadakan kaukus
dengan salah satu pihak. Kaukus adalah pertemuan antara mediator
dengan salah satu pihak saja. Kaukus merupakan salah satu ciri penting
proses mediasi yang membedakan mediasi dari litigasi. Dalam litigasi,
hakim tidak boleh menyelenggarakan sidang-sidang dengan salah satu

pihak saja. Persidangan dalam litigasi harus dihadiri oleh para pihak.
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Hakim tidak diperbolehkan dengan sengaja merencanakan persidangan
hanya dengan salah satu para pihak saja. Sebaliknya dalam mediasi,
mediator dapat megadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak
saja. Dalam teori mediasi ada beberapa alasan yang dapat digunakan
oleh mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu
pihak, antara lain untuk menemukan kepentingan tersembunyi salah satu
atau para pihak. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya menyebutkan
tugas tugas mediator, yaitu :
a) Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak.
b) Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam
proses mediasi.
c) Mendorang para pihak atau prinsipal untuk berperan serta dalam
proses mediasi.
d) Melakukan kaukus bilamana perlu.
e) Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali
kepentingan mereka.
f) Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang
terbaik bagi para pihak.
3. Pencapaian Hasil Mediasi
Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu
para pihak mencapai hasil mediasi atau gagal mencapai kesepakatan
perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan

perdamaian, Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan untuk :
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a) Merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan
menandatanganinya.

b) Menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan
perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh
kuasa hukum.

c) Menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang
ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Selain ketentuan yang bersifat mewajibkan tersebut, Pasal 17 ayat

(5)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat
ketentuan pilihan kepada para pihak untuk mengajukan kesepakatan
perdamaian kepada hakim agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamian.
Jadi, penguatan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian tidak
bersifat wajib, tetapi bersifat pilihan bagi para pihak. Selanjutnya Pasal
17 ayat (6) menegaskaan bahwa: “Jika para pihak tidak menghendaki
kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian,
kesepakatan itu harus memuat rumusan pencabutan gugatan atau
perkara telah selesai.” Rumusan ini penting bagi administrasi pengadilan
untuk memberikan kepastian tentang status perkara, bahwa perkara
telah selesai. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, selain para
pihak, mediator juga wajib menandatangani dokumen kesepakat
perdamaian. Namun, perlu dipahami bahwa keikutsertaan mediator
menandatangani dokumen kesepakatan tidak dapat diartikan bahwa

mediator secara hukum bertangung jawab atas isi kesepakatan.
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Kesepakatan perdamaian merupakan perwujudan dari kehendak dan
kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator
karena fungsi mediator hannya bersifat membantu atau fasilitatif
terhadap para pihak bukan pemutus. Oleh sebab itu, Peraturan
Mahkamah Agung memuat ketentuan Pasal 19 ayat (4) secara tegas
menyatakan bahwa mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban
pidana dan perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses

mediasi.

4. Pengulangan Proses Mediasi

Peluang bagi para pihak untuk menempuh lagi mediasi atau
upaya perdamaian tidak tertutup sama sekali setelah kegagalan upaya
mediasi pada tahap sebelum proses pemeriksaan perkara. Bahkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengandung
semanagat untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa
secara perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara setelah
kegagalan tahap awal. Semanagat ini tercermin dalam pasal 18 ayat (3)
yang berbunyi: “pada tiap tahapan pemeriksaann perkara, hakim
pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau
mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.”
Upaya perdamaian setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan di
Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung dalam waktu paling lama

empat belas hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan
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berdamai kepada hakim pemeriksa dan dimediasi langsung oleh hakim
pemeriksa perkara. Jadi, para pihak tidak lagi memiliki hak otonomi untuk
memilih mediator dalam mediasi atau perdamaian atasperkara yang
telah memasuki tahap pemeriksaan.

Para pihak juga dibolehkan untuk menempuh perdamaian atas
perkara mereka yang sedang dalam proses banding, kasasi atau
peninjauan kembali. Jika dalam upaya perdaian itu, para pihak
memerlukan bantuan mediator, ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
bersangkutan menunjuk seseorang hakim atau lebih untuk menjadi
mediator. Akan tetapi, mediator yang ditunjuk tidak boleh hakim-hakim
yang memeriksa perkara perkara iu pada Pengadilan Tingkat Pertama,
kecuali tidak ada hakim lain pada pengadilan tersebut. Seperti halnya
dalam mediasi pengulangan pada Pengadilan Tingat Pertama, dalam
mediasi pada tingat banding, kasasi, dan peninjauan kembali para pihak
juga tidak lagi memiliki hak otonomi para pihak dengan prinsip efesiensi
waktu. Hal itu tidak menjadi masalah sepanjang mediator tidak
melakukan tekanan atau pakaan dalam menjalankan fungsinya sehingga
para pihak tetap memiliki otonomi. Tata cara perdamaian atas perkara
dalam proses banding, kasasi, dan penjauan kembali atau perkara yang
sedang diperiksa dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali
diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016, yaitu :
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a) Para pihak wajib membuat kesepakatan tertulis tentang
keinginan menempuk mediasi dan menyampaikan kesepakatan
itu kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengdili.

b) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera
memberitahu Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang
berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak
para pihak untuk menempuh perdamaian.

c) Jika perkara yang bersangkutan sedang di periksa di tingkat
banding, kasasi, dan peninjauan kembali, majelis hakim
pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali
wajib menunda pemeriksaan perkara itu selama empat belas
hari kerj sejak menerima pemberitauan tentang kehendak para
pihak berdamaian.

d) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan
kembali belum dikimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau
memori banding, kasasi dan peninjauan kembali guna memberi
kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

e) Perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses
banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau sedang diperiksa
dalam tingkat banding, kasasi, atau peninjuan kembali

berlangsung paling lama empat belas hari kerja sejak Ketua
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Pengadilan Tingkat Pertama menerima kehendak tertulis para
pihak untuk berdamai.

f) Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak
melalui Ketua Pengdilan Tingkat Pertama yang berwenaamg
dapat mengajukan kesepakatan petrdamaian tertulis kepada
majelis hakim tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali
untuk dukuatkaan dalam bentuk akta perdamian.

g) Majelis hakim banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam
waktu paling lama tiga puluh hari sejak perkara dicatat dalm reg
mediasi pada tingkat banding, kasasi, dan peninjaun kembali
dalam mediasi pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan

kembali register induk perkara.

B. Tinjauan umum tentang sengketa tanah
1. Pengertian Sengketa Tanah
Sengketa di bidang pertanahan menurut Irawan Soerodjo dapat
didefenisikan, yakni: sengketa tanah adalah merupakan konflik antara
dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap
satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan
akibat hukum tertentu bagi para pihak3. Timbulnya sengketa hukum atas
tanah adalah bermula dari pengaduan pihak (orang/badan) yang berisi
keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah,

prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh

13 lrawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2002, him.
21.
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penyelesaian secara hukum, baik itu ditempuh melalui jalan administrasi,
perdata maupun pidana®®. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan
bahwa sengketa hukum atas tanah adalah benturan kepentingan di
bidang pertanahan antara perorangan dengan perorangan; perorangan
dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum yang
mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu
yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum.

“Tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi
persengketaan atara seseorang dengan orang lain atau antar kelompok
dengan kelompok lain.

Ketika terjadi persengketaan, tidak jarang orang menyelesaikan
sengketanya dengan caranya sendiri atau sering disebut main hakim
sendiri. Menyelesaikan sengketa dengan caranya sendiri biasanya tidak
menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru.

Al Quran memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi

persengketaan antara seseorang dengan orang lain.”

Sebagaimana Firman Allah : (Q.S. Asy Syura : 40).

ca Y Al e oojalh mlaly e (e Ll L L 13ag
(40 : 54 Callall

Terjemahan: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,

maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka

1% Rusmadi Murad, op., cit. him. 22.
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pahalanya atas (tanggungan) Allah, Sesungguhnya Dia tidak

menyukai orang-orang yang zhalim’.

2. Penyebab Terjadinya Sengketa Hukum Di Bidang Pertanahan

Munculnya masalah sengketa pertanahan secara objektif berkaitan

dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas tanah
yang tersedia terbatas atau tetap. Ketidakseimbangan kepentingan
antara berbagai pihak dalam kehidupan sosial masyarakat dan
kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan
serta belum sempurnanya administrasi dan manajemen pertanahan
sering menjadi pemicu terjadinya sengketa tanah. Menurut Risnarto
bahwa ruang lingkup pertanahan yang meliputi hubungan penguasaan
pemilikan dan hubungan penggunaan pemanfaatan dapat dibedakan
hubungan secara fisik (de facto) dan hubungan secara yuridis (de
jure) yang tidak selalu sejalan, merupakan pemicu timbulnya masalah
pertanahan yang mendasar. Masalah pertanahan ini meliputi
masalah:*

a. Adanya bidang tanah yang dikuasai secara fisik namun tidak
diikuti dengan hak kepemilikan atas tanah (sering dikenal dengan
istilah okupasi liar);

b. Adanya bidang tanah yang dikuasai dengan hak kepemilkan atas

tanah namun tidak diikuti dengan pemanfaatan sesuai dengan

5 Risnarto, Analisis Manajemen Agraria Indonesia, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006, him. 33
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tujuan pemberian haknya (sering dikenal dengan istilah tanah
diterlantarkan);

c. Adanya bidang tanah yang digunakan dan dimanfaatkan secara
fisik namun tidak sesuai arahan tata guna tanah maupun
rencana tata ruangnya sehingga berpotensi menimbulkan

kerusakan tanah dan lingkungannya.

Menurut Ali Achmad Chomzah, pada umumnya motif dan latar
belakang penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan sangat
bermacam-macam, antara lain:*

a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan.

b. Harga tanah meningkat dengan cepat.

c. Kondisi masyarakat yang makin menyadari dan mengerti akan

kepentingan haknya.

d. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan yang
digariskan oleh pemerintah.

e. Masih ada oknum-oknum aparat pemerintah yang belum
menyadari dan belum dapat menangkap aspirasi masyarakat.

f. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk
mencari keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan
untuk kepentingan politik.

Akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya

dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:*’

16 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, him. 21.
7 Maria S. W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya, Jakarta:
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a. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya
persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan
substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan
psikologis;

b. Konflik struktural yang disebabkan antara lain karena kontrol
pemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak
seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang,
serta faktor geografis, fisikk atau lingkungan yang
menghambat kerjasama,

c. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang
digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku,
perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/ kepercayaan;

d. Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang
berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk
atau salah, pengulangan perilaku yang negatif;

e. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak
lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda
tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda,

dan perbedaan prosedur penilaian.

3. Sumber Hukum, Asas dan Ketentuan Penyelesaian Sengketa atas
Tanah

1) Sumber Hukum

Kompas, 2008, him. 112- 113.
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Selain mengetahui cara penyelesaian tanah yang umumnya diatur
dalam Hukum Acara (Hukum Formal), maka bagi para pihak yang
bersengketa, oleh Pemerintah, oleh Badan Arbitrase, maupun oleh
Badan-badan Peradilan, perlu diperhatikan dan dipergunakan dan
dijadikan sumber pegangan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa
pertanahan, asas-asas dan ketentuan hukum materielnya, yaitu Hukum
Tanah Nasional yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

. Sumber yang pertama dan utama adalah Pancasila;

. UUD NRI 1945 karena UUPA merupakan pelaksanaan langsung
khususnya pasal 33 ayat 3;

. Hukum Tanah Nasional disusun berdasarkan Hukum Adat mengenai
tanah dan bahwa Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat
(konsiderans UUPA jo pasal 5 UUPA) yang berarti Hukum Adat
mengenai tanah merupakan sumber utama pembangunan Hukum
Tanah Nasional dan berfungsi pula sebagai pelengkap Hukum Tanah
Nasional (khususnya norma-normanya); Konsepsi Hukum Adat menjadi
konsepsi Hukum Tanah Nasional yaitu konsepsi komunalistik religius
yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak
penguasaan yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur
kebersamaan yang dalam pasal 6 UUPA dinyatakan sebagai fungsi

social.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A.Tipe Penelitian
Penelitian ini bersifat empiris, yaitu metode penelitian dengan
mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data yang
utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk
menganalisis dan memperhatikan aturan hukum yang dilihat sebagai
pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang
selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan Di Kab.Wakatobi, yaitu di Kantor
Pengadilan Negeri Wangi-wangi. Dengan ini permasalahan yang
diangkat berhubungan dan telah ditangani dipengadilan tersebut.
Sehingga memudahkan dalam pengambilan dan pengumpulan data.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi  penelitian ini adalah Seluruh Hakim di Kantor
Pengadilan Negeri Wangi-wangi khu
2. Sampel
Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah seorang
Hakim yang merupakan Hakim Mediator dalam objek perkara
sengketa tanah sebagai sampel di Kantor Pengadilan Negeri Wangi-

wangi sehingga peneliti mengambil responden yang Tepat.
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D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari Seorang Hakim Mediator
yang Menangani perkara objek sengketa tanah dengan cara
wawancara, observasi dan kuesioner.
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan
cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan
perundangan, buku-buku, artikel yang ada hubungannya dengan
masalah yang akan diteliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Lapangan
Teknik pengumpulan melalui wawancara, yaitu pengumpulan
data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung
kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Mediator yang
mengerti tentang objek penelitian.
2. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data melalui kepustakaaan, Yaitu
dengan mengumpulkan data yang bersumber pada Perundang-
Undangan, literatur, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang

terkait dengan objek penelitian penulis
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F. Analisis Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan
digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah
Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau
lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

suatu yang utuh.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Proses Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian

Perkara Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas
I

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi bertujuan
untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan
perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak
ketiga yang netral (mediator). Mediator menolong para pihak untuk
memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan
masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjuthnya membantu
mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi
atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses
perundingan-perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral,
selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak,
mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial,
meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-
persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi

secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa
dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk
menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai

mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Ini digunakan oleh
pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Penggunaan
mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa
perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan
secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam
mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan

Pasal 130 HIR/154 RBg.

Di samping adanya tuntutan dan kewajiban untuk
mendamaikan para pihak bagi hakim pada saat proses penyelesaian
perkara di hadapan majelis yang dipraktekkan melalui proses mediasi.
Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di
Pengadilan didasari pula atas beberapa alasan praktis sebagai

berikut:

1. Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi
masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat
menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh
hakim, maka jumlah perkara yang harus diperiksa oleh
hakim akan berkurang pula. Sengketa dapat diselesaikan
melalui perdamaian, maka para pihak yang terlibat tidak
akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian
merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak,

sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum.
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Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan
merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim
terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak.
Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan
pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga
pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding
dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke
Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya

penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah
dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang
belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa
mediasi merupakan proses yang cepat dan murah
dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan
pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan
pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah sering
kali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi,
sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang
bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari
sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga
pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya,

jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka
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para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir
karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan

kehendak bersama para pihak.

. Ketiga, pemberlakuan  mediasi  diharapkan  dapat
memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa
keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui
proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah
mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi
ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari
keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa
pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan
penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan
musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah
yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya
mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat
sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke
Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu
untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian
yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan
hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg, mewajibkan
hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak
sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena

pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan
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memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan
peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan

menemukan hasil akhir.

4. Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem
peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi
lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika
pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih
menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya
PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan
atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan
fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat
mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam
proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa
lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga
mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan

panduan untuk dicapainya perdamaian.

Alasan-alasan mendasar tersebut di atas sehingga kemudian
Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai
landasan hukum untuk mengakomodir pelaksanaan mediasi secara

prosedur di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 menjadikan

mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi
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menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.
Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang
tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. hal ini
ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 02 tahun 2003, yaitu semua
perkara perdata yang diajukan kepada pengadian tingkat pertama
harus terlebih dahulu di selesaikan dengan upaya damai. Ketentuan
Pasal 2 PERMA mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi
sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum perkara diperiksa.
Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditawarkan kepada pihak

yang berperkara.

Ketentuan Pasal 3 PERMA dapat kita terjemahkan bahwa bagi
pihak yang menolak mediasi tidak membawa konsekuensi hukum
apapun terhadap perkaranya, karena perkaranya tersebut tetap akan
dilanjutkan jika jalan mediasi gagal. Namun, pelanjutan sidang perkara
tetap akan dipertimbangkan persyaratan formal perkara yang telah

ditentukan dalam hukum acara.

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan
Negeri Wangi — Wangi, Jumlah sengekta tanah yang terdapat di
Kantor Pengadilan Negeri Wangi - Wangi pada tahun 2020 sebagai

berikut:
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Jumlah sengekta tanah yang Mediasi di Kantor Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

No | Klarifikasi Hasil Tahun
Perkara Mediasi

1 | Objek Sengketa | Tidak 2020
Tanah Berhasil

2 | Objek Sengketa | Tidak 2020
Tanah Berhasil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang Hakim
Mediator yaitu Bapak Dhirga Zaki Azizul,S.H,.M.H. Beliau mengatakan
bahwa proses mediasi di Kantor pengadilan Negeri Wangi - Wangi tidak
begitu Berhasil di karenakan Peluang kesepakatan damai Tidak
tercapai'®, Di karenakan masing-masing Pihak Masih berpegang teguh
pada prinsip leluhur mereka bahwa penandaan batas/patokan batas
tanah masih terbuat dari tanaman berupa pohon, sedangkan patokan
pembatas tanah yang mereka gunakan tidak akan bertahan selamanya
seiring berjalannya waktu dan itu menjadi faktor utama tidak
tercapainya mediasi ,Pada akhirnya para pihak lebih memilih menjalani
proses litigasi, Disamping itu ada juga pembatasan protokol kesehatan
yang membatasi proses mediasi dan itu juga menjadi suatu pembatas
terlaksananya proses mediasi secara langsung.

B. Faktor- faktor yang mempengaruhi Proses Penerapan Mediasi
Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

1. Faktor penegak hukum

18\wawancara penulis dengan Hakim mediator Bapak Dhirga Zaki Azizul,S.H,.M.H. Pada hari
kamis tanggal 20 Januari 2022 di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Wangi-Wangi
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A. Dari Para Hakim (Mediator Hakim)

Salah satu faktor yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan
Negeri Kabupaten Wakatobi juga dipengaruhi oleh para penegak hukum
yang secara langsung menangani mediasi. Para penegak hukum yang
dimaksud adalah hakim mediator. Hakim memiliki posisi cukup strategis
dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara
wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib
menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah
diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama
mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3)
PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara
memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi
sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara. Mediator di
Pengadilan Negeri Wangi-Wangi adalah Hakim mediator yang memiliki
sertifikat mediator. Posisi mediator adalah sebagai pihak netral yang
membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian. Di Pengadilan Negeri Wangi-
Wangi, secara kuantitas jumlah mediator hakim yang teregistrasi dan
melaksanakan mediasi sebanyak 1 mediator'®.

a. Mediator bersikap Pesimis dengan maksud dan tujuan Mediasi di

Pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara

19 Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kab. Wakatobi Nomor: Wgw
13-A35/10/HK.05/SK/1/2017 Tentang Susunan Mediator Hakim Di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi
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b. Rendahnya Motivasi Mediator dari Hakim. Banyak Hakim Mediator di

Pengadilan Negeri Tingkat Pertama sebagai ujung tombak pelaksanaan
Mediasi tidak sepenuh hati menyelesaikan yang di hadapinya secara
damai, Hal tersebut dilakukan karena mereka hanya merasa mendapat
sedikit manfaat atau bahkan tidak sama sekali.
. Sulitnya mengatur waktu(scheduling) antara mediator,dan para pihak.
Jika Para pihaknya jumlahnya banyak dan Berjauhan ( diluar kota)
. Tergantung kepada masing-masing mediatornya aktifatau tidak dalam
mediasi. Ada yang komitmen terhadap tujuan adanya mediasi yaitu
mengurangi penumpukan perkara, ada yang merasa dibebani dengan
adanya prosedur mediasi ini yaitu menambah beban kerja.
. Anggapan bahwa mediasi yang gagal menambahi beban kerja
pengadilan.
Belum adanya pengaturan yang rinci terhadap insentif bagi Hakim
yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya
. Dari Para Advokat

Dalam hal melakukan mediasi, banyak kuasa hukum yang merasa
kurang yakin terhadap efektivitas dari mediasi, terutama pada segi
kekuatan eksekusi kesepakatan yang dicapai nantinya. Selain itu kuasa
hukum terbiasa dengan pola pikir litigasi, apalagi jika posisinya kuat,
kemengangan dapat dicapai melalui litigasi walaupun mungkin akan
memakan waktu yang lama tetapi akan lebih pasti apabila dijatuhkan

dengan putusan akhir.
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C. Dari Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban
untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara. Tidak mengikuti proses
mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu, para
pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat
formalitas belaka, sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai pada
saat mediasi. Kesulitan saat melakukan perdamaian oleh para pihak di
Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, sebenarnya dilatar
belakangi adanya faktor gengsi belaka. Para pihak yang berperkara
enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego
para pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang
berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk

kasus sengketa tanah.



42

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa :

1. Efektivitas Penerapan Mediasi dalam penyelesaian sengketa Tanah

yaitu tidak efektif karena kesepakatan damai Tidak Tercapai dalam
pelaksanaan mediasi dikarenakan Faktor para pihak yang bersi keras
untuk melakukan proses litigasi.

Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dapat dilihat
dari para pihak, dimana jika para pihak tidak mempunyai itikad baik
maka akan mempersulit mediator dalam mencari dan menemukan
solusi yang tepat untuk menyelesaikan proses mediasi. Bahwa mediasi
itu hanya akan efektif jika para pihak benar-benar ingin menyelesaikan

sengketa mereka dengan cara mediasi.

B. Saran

1.

Sebaiknya dalam mekanisme pelaksanaan mediasi perkara Sengketa
Tanah di pengadian negeri, dimulai setelah proses jawab menjawab
para pihak Secara litigasi dengan mediatornya hakim yang menangani
perkara, Sehingga mediatornya telah memahami pokok perkara dan
mampu menawarkan solusi untuk tercapainya perdamaian diantara

pihak yang berpekara.
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Sebaiknya perlu diatur dalam suatu peraturan hakim yang telah
mempunyai kualifikasi sebagai hakim mediator tidak menangani
perkara terlalu banyak sehingga mempunyai waktu yang banyak
dan konsentrasi yang tinggi sebagai mediator dalam menangani
proses mediasi sehingga diharapkan mediasi perkara perdata para

pihak menjadi lebih berhasil.
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